
j BUPATI PACITAN 
i 

' PERATURAN BUPATI PACITAN 
' NOMOR 4 2 TAHUN 2011 
1 

TENTANG 

P E T U N J U K PELAKSANAAN PERATURAN D A E R A H 
KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2 0 1 0 

TENTANG PAJAK P A R K I R 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang bahwa guna melaksanakan ke tentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 
ayat (7), Pasal 29 ayat (2),Pasal 30 ayat (3) d a n Pasal 32 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 T a h u n 2011 
tentang Pajak Parkir , maka per lu menetapkan Peraturan Bupa t i 
t entang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 14Tahun 2010 tentang Pajak Park i r 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten da lam L ingkungan Provinsi Jawa 
T i m u r (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 T a h u n 1965 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 2 7 3 0 ) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 19 T a h u n 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1997 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te lah d iubah beberapa ka l i 
t e rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 
27 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4189) ; 

4 . Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhi r 
dengan Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2008 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4837) ; 



f 

5. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemenntah Pusat d a n Pcmer intahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438 ; 

6. Undang-Undang Nomor 10 T a h u n 2009 tentang Pariwisata 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 1 1 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4956); 

7. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retr ibus i Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5049) ; 

8. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5 2 3 4 ) ; 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 135 T a h u n 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan Da lam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4049) ; 

10. Peraturan Pemenntah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 T a h u n 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana d iubah 
dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 59 T a h u n 
2007 ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 07 Tahun 1988 
tentang Penyidik Pegawai Negeri S ip i l d i L ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 
tentang Organisasi Dan Tata Kei ja Dinas Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 
Nomor 27) sebagaimana telah d i u b a h dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 3 T a h u n 2 0 1 l (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 3 ) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
T a h u n 2010 Nomor 10) ; 

16. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 54 T a h u n 2007 tentang Ura lan 
Tugas, Fungs i dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan (Berta Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2007 Nomor 39) sebagaimana te lah 
beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Peraturan Bupat i Pacitan 
Nomor 18 T a h u n 2 0 1 1 . 

{ 

; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG P E T U N J U K PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 
TAHUN 2 0 1 0 TENTANG PAJAK PARKIR . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

\ Pasal 1 
Da lam Peraturan B u p a t i i n i yang d i m a k s u d dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Kepala Daerah adalah B u p a t i Pacitan. 
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan B u p a t i Pacitan. 
5. Kas U m u m Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
6. Pejabat yang d i t u n j u k adalah Kepala Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan. 
7. Ins tans i Pemungut adalah Instans i yang oleh Undang-Undang 

d iber i kewenangan u n t u k memungu t pajak. 
8. Pajak Daerah yang selanjutnya d isebut Pajak adalah kon t r ibus i 

waj ib kepada Daerah yang terutang oleh orang pr ibad i a t au 
Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan t idak mendapatkan imba lan secara langsung dan 
d i gunakan u n t u k keper luan Daerah bagi sebesar-besamya 
k e m a k m u r a n rakyat . 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/a tau modal yang 
merupakan kesatuan, ba lk yang me lakukan usaha m a u p u n 
yang t idak me lakukan usaha yang me l i pu t i perseroan terbatas, 
perscroan komandi ter , perseroan la innya, Badan Usaha M i l i k 
Negara (BUMN), a t au Badan Usaha M i l i k Daerah (BUMD) 
dengan nama dan da lam ben tuk apapun , firma, kongsi , 
koperasi , dana pens iun , persekutuan, p e r k u m p u l a n , yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial po l i t ik , a t au organisasi 
la innya, lembaga dan bentuk Badan la innya t c rmasuk kon t rak 
investasi ko lekt i f dan ben tuk usaha tetap. 

10. Pajak Park i r adalah pajak atas penyelenggaraan tempat park i r 
d i l u a r Badan j a l an , ba ik yang disediakan berka i tan dengan 
pokok usaha m a u p u n yang disediakan sebagai sua tu usaha, 
t e rmasuk penyediaan tempat peni t ipan kendaraan bermotor. 

11. Parkir adalah keadaan t i dak bergerak s u a t u kendaraan yang 
t i dak bersifat sementara. 

12. Subjek Pajak adalah orang pr ibad i a t a u Badan yang dapat 
d ikenakan pajak. 

13. Wajib Pajak adalah orang pr ibad i a t a u Badan, me l ipu t i 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunya i h a k dan kewaj iban perpajakan sesuai dengan 
ke ten tuan pera turan perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Masa Pajak adalah jangka w a k t u 1 (satu) bu l an kalender a t au 
j angka w a k t u la in yang d i a tu r dengan Peraturan Bupa t i pa l ing 
lama 3 (tiga) bu l an kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak u n t u k menghi tung, menyetor, dan melaporkan pajak 
yang terutang . 



15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
s u a t u saat, da lam masa pajak, da lam t a h u n pajak a tau da lam 
bagian t a h u n pajak sesuai dengan ke tentuan peraturein 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

16. Pemungutan adalah s u a t u rangkaian kegiatan mu la i da r i 
pengh impunan data obyek dan subyek pajak, penentuan 
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

17. Sura t Pemberi tahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
SPTPD, adalah sura t yang oleh waj ib pajak d igunakan u n t u k 
melaporkan penghi tungan dan/a tau pembayaran pajak, obyek 
pajak dan/atau b u k a n obyek pajaik, dan/a tau har ta dan 
kewaj iban sesuai dengan ke ten tuan pera turan pemndang-
undangan perpajakan daerah. 

18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dis ingkat SSPD 
adalah b u k t i pembayaran a tau penyetoran pajak yang telah 
d i l a k u k a n dengan menggunakan fo rmul i r a tau telah d i l akukan 
dengan cara l a in ke kas daerah me la lu i tempat pembayaran 
yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya d is ingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besamya j u m l a h pokok pajak yang terutang. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
d is ingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menen tukan besamya j u m l a h pokok pajak, j u m l a h kred i t 
pajak, j u m l a h kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya 
sanks i administrat i f , dan j u m l a h yang mas ih h a m s dibayar. 

2 1 . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya d is ingkat SKPDKBT adalah sura t ketetapan pajak 
yang menen tukan tambahan atas j u m l a h pajak yang telah 
d i te tapkan. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah N ih i l yang selanjutnya dis ingkat 
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan j u m l a h 
pajak sama besamya dengan j u m l a h kred i t pajak a tau pajak 
t idak t emtang dan t idak ada kred i t pajak. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
d is ingkat SKPDLB adalah sura t ketetapan pajak yang 
menen tukan j u m l a h kelebihan pembayaran pajak karena 
j u m l a h kred i t lebih besar dar i pada pajak yang t emtang a tau 
t idak sehamsnya t emtang . 

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dis ingkat STPD 
adalah surat u n t u k me lakukan tag ihan pajak dan/atau sanks i 
admin i s t ra t i f b e m p a bunga dan/atau denda. 

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah sura t keputusan yang 
membetu lkan kesalahan tu l i s , kesalahan h i t u n g , dan/atau 
k e k e l i m a n da lam penerapan ke ten tuan te r t entu dalam 
pera turan pemndang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat da lam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

26. Surat Keputusan Keberatan adalah sura t keputusan atas 
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB atau terhadap pemotongan a tau pemungutan oleh 
p ihak ketiga yang d ia jukan oleh wajib pajak. 
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27. Band ing adalah upaya h u k u m yang dapat d i l akukan oleh Wajib 
Pajak a tau penanggung pajak terhadap s u a t u keputusan yang 
dapat d ia jukan banding berdasarkan pera turan perundang-
undangan perpajakan yang be r l aku . 

28. Putusan Band ing adalah p u t u s a n Badan peradi lan pajak atas 
band ing terhadap Surat Keputusan Keberatan yang d ia jukan 
oleh Wajib Pajak. 

29. Gugatan adalah upaya h u k u m yang dapat d i l akukan oleh 
Wajib Pajak a tau penanggung pajak terhadap pelaksanaan 
penagihan pajak a tau terhadap keputusan yang dapat d ia jukan 
gugatan berdasarkan pera turan perundang-undangan. 

30. Surat Paksa adalah surat pe r in tah membayar u tang pajak dan 
biaya penagihan pajak. 

31 . Penyitaan adalah t indakan j u r u s i ta pajak u n t u k menguasai 
barang penanggung pajak, guna d i jad ikan j a m i n a n u n t u k 
me lunas i u t a n g pajak m e n u r u t ke ten tuan pera turan 
perundang-undangan. 

32. Pembukuan adalah sua tu proses pencatatan yang d i l akukan 
secara t e ra tur u n t u k mengumpu lkan data dan in formasi 
keuangan yang me l iput i har ta , kewaj iban, modal , penghasilan 
dan I biaya, serta j u m l a h harga perolehan dan penyerahan 
barang dan jasa, yang d i t u t u p dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rug i u n t u k periode 
t a h u n pajak tersebut. 

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengh impun dan 
mcngolah data, keterangan, dan/atau b u k t i yang d i laksanakan 
secara obyekt i f dan profesional berdasarkan sua tu standar 
pemeriksaan u n t u k menguj i kepa tuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/atau u n t u k t u j u a n la in da lam rangka 
melaksanakan ke tentuan pera turan perundang-undangan 
pajak daerah. 

34. Penyid ikan T indak Pidana d ib idang Perpajakan Daerah adalah 
serangkaian t indakan yang d i l akukan oleh Penyidik u n t u k 
mencar i serta mengumpu lkan b u k t i yang dengan b u k t i i t u 
membua t terang t indak p idana d i b idang perpajakan daerah 
yang ter jadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB IX 
j SURAT PEMBERITAHUAN P A J A K DAERAH 

Pasal 2 
I 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) harus d i is i dengan 

jelas, ' benar, Iengkap dan j u j u r serta d i tandatangani oleh Wajib 
Pajak a t a u Kuasanya d isampaikan kepada B u p a t i a tau Pejabat 
yang d i t u n j u k sesuai j angka w a k t u yang d i t en tukan . 

(3) Ben tuk , i s i dan ta ta cara pengisian SPTPD sebagaimana 
t e r can tum da lam Lampiran Peraturan B u p a t i i n i . 

I BAB I I I 
PENETAPAN P A J A K 

I Pasal 3 
( I ) Berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah a t a u Pejabat yang d i t u n j u k 

menetapkan pajak terutang dengan menerb i tkan SKPD. 



(2) B e n t u k dan is i SKPD sebagaimana t e r can tum da lam Lampiran 
Peraturan B u p a t i i n i . 

BAB IV 
T A T A C A K A PEMBAYARAN, T E M P A T PEMBAYARAN. 

\ PENYETORAN , ANGSURAN DAN PENUNDAAN 

Pasal 4 

(1) Pembayaran pajak d i l akukan pada Kas U m u m Daerah mela lu i 
tempat yang d i t u n j u k oleh Kepala Daerah sesuai dengan w a k t u 
yang d i t en tukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ; 

(2) Hasi l pener imaan pajak sebagaimana d i m a k s u d ayat (1) harus 
disetor ke Kas U m u m Daerah pa l ing l ambat 1 ka l i 24 j a m . 

(3) Pembayaran Pajak harus d i l akukan secara t u n a ! 
(4) Setiap pembayan pajak d iber ikan tanda b u k t i pembayaran 

berupa SSPD dan dicatat da lam b u k u pener imaan . 

Pasal 5 

(1) Kepala Daerah dapat member ikan persetujuan kepada wajib 
pajak u n t u k mengangsur pajak terutangnya da lam k u r u n w a k t u 
t e r t en tu , setelah memenuh i persyaratan yang d i t en tukan dan 
mendapat pert imbangan dinas. 

(2) Angsuran pajak terutang yang d ibayarkan da lam k u r u n w a k t u 
t e r t en tu setelah memenuh i syarat yang d i t en tukan , harus 
d i l a k u k a n secara tera tur dan b e r t u r u t - t u r u t dengan d ikenakan 
sanks i admin is t ras i berupa bunga 2 % sebulan dar i j u m l a h 
pajak yang be lum a tau k u r a n g dibayar. 

(3) Kepala Daerah dapat member ikan persetujuan kepada wajib 
pajak u n t u k menunda pembayaran pajak sampai batas w a k t u 
yang d i t en tukan setelah memenuh i persyaratan yang d i t en tukan 
d a n mendapat pert imbangan d inas dengan d ikenakan sanks i 
admin is t ras i berupa bunga 2 % sebulan d i h i t u n g dar i j u m l a h 
pajak terutang yang be lum a tau k u r a n g dibayar. 

(4) Pembayaran pajak secara angsuran dan/a tau penundaan, dapat 
d i l a k u k a n dengan mangajukan permohonan tertuHs kepada 
Kepala Daerah. 

(5) Permohonan angsuran dan/atau penundaan ha rus di lengkapi 
dengan foto copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau 
penundaan pembayaran. 

(6) Dinas mengadakan penel i t ian terhadap waj ib pajak u n t u k 
d i j ad ikan bahan pert imbangan da lam pembenan persetujuan 
/penolakan angsuran dan/a tau penundaan kepada wajib pajak. 

(7) Jangka w a k t u angsuran d iber ikan pa l ing banyak 4 ka l i 
angsuran yang dibayar secara t e ra tur setiap b u l a n dalam w a k t u 
1 t a h u n t a k w i m . 

(8) Jangka w a k t u penundaan pembayaran pajak d iber ikan pal ing 
lama 2 bu l an sebelum be rakh imya masa pajak satu t a h u n 
t a k w i m . 

(9) Ben tuk , Jcn is , i s i , u k u r a n b u k u pener imaan dan tanda b u k t i 
pembayaran pajak mengacu pada ke tentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku ; 
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BAB V 
PEMBETULAN. PEMBATALAN, PENGURANGAN K E T E T A P A N DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

i 
I Pasal 6 
1 

(1) Kepala Daerah a tau Pejabat yang d i t u n j u k berwenang : 
a. mengurangkan a tau menghapuskan sanks i admin is t ra t i f 

berupa bunga, denda, dan kena ikan pajak yang terutang 
m e n u r u t pera turan perundang-undangan perpajakan daerah, 
da lam h a l sanks i tersebut d ikenakan karena kekhi la fan Wajib 
Pajak a tau b u k a n karena kesalahannya; 

b. mengurangkan dan membata lkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
a tau STPD, SKPDN a tau SKPDLB yang t idak benar; 

c. membata lkan has i l pemeriksaan a tau ketetapan pajak yang 
d i laksanakan a tau d i t e rb i tkan t idak sesuai dengan tata ceira 
yang d i t en tukan ; dan 

d. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan 
pertimbangEin kemampuan membayar Wajib Pajak a tau 
kond i s i t e r t entu obyek pajak. 

(2) Atas permohonan Wajib Pajak a tau karena jabatannya, Kepala 
Daerah a t a u Pejabat yang d i t u n j u k dapat membetu lkan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT a tau STPD, SKPDN a tau SKPDLB yang 
da lam penerbi tannya terdapat kesalahan tu l i s dan/atau 
kesalahan h i t u n g dan/atau keke l i ruan penerapan ketentuan 
t e r t en tu da lam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

(3) Tata cara pengurangan a tau penghapusan sanks i admin is t ra t i f 
dan i pengurangan a tau pembatalan ketetapan pajak 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah sebagai b e r i k u t : 
a. Mener ima surat permohonan Pengurangan a tau penghapusan 

sanks i admin is t ra t i f dan pengurangan a tau pembatalan 
ketetapan pajak dar i Wajib Pajak. 

b. Menel i t i kelengkapan permohonan Pengurangan a tau 
penghapusan sanksi admin is t ra t i f dan pengurangan a tau 
pembatalan ketetapan pajak dar i Wajib Pajak, kemud ian 
d i l a k u k a n penel i t ian dan apabi la per lu d i l akukan 
pemeriksaan dan d ibuat laporan has i l penel i t ian. 

c. Menyampaikan laporan has i l penel i t ian kepada pejabat yang 
berwenang u n t u k d i te l i t i dan d iper t imbangkan u n t u k d i to lak 
a tau d i ter ima. 

d. Membuat Surat Keputusan Penolakan a tau Surat Keputusan 
Pembetulan. 

e. Mehyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak. 

1 BAB V I 
j PENGEMBALIAN K E L E B I H A N PEMBAYARAN 
r 

I Pasal 7 
i 

(1) Atas I ke lebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah 
a tau Pejabat yang d i t u n j u k . 

1 



(2) Tata i cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah sebagai ber ikut : 
a. Mener ima surat permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, me l akukan pemeriksaan dan membuat 
laporan pemeriksaan yang d i tandatangani oleh Petugas dan 
Wajib Pajak. 

b. Mencatat ke Ka r tu Data dan selanjutnya d i l akukan 
penghi tungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak. 

c. Memperh i tungkan dengan u tang/ tunggakan pajak yang 
l a in , k emud ian d ibuat Nota Perhi tungan. 

d. Setelah d iperh i tungkan dengan u t a n g pajak yang Ia in , 
t emya ta kelebihan pembayaran pajak, k u r a n g a tau sama 
dengan u tang pajak la innya. Maka Wajib Pajak mener ima 
b u k t i p emindahbukuan sebagai b u k t i pembayaran 
kompensasi dengan pajak terutang d imaksud , sehingga t idak 
d i t e rb i tkan SKPDLB. 

e. Apabi la u t a n g pajak setelah d ipe rh i tungkan/ 
d ikompensas ikan dengan kelebihan pembayaran pajak 
t emyata leb ih , maka Wajib Pajak a k a n mener ima b u k t i 
p em indahbukuan dan sebagai b u k t i pembayaran / 
kompensasi d i t e rb i tkan SKPDLB. 

f. Setelah d i t e rb i tkan SKPDLB, se lanjutnya d i t e rb i tkan SPM 
u n t u k pencairan dana. 

\ BAB V I I 
j TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG P A J A K 
i 
i 

Pasal 8 
1 
1 

J 
(1) P iutang pajak yang t idak m u n g k i n d i tag ih lagi karena hak u n t u k 

me lakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat d ihapuskan . 
(2) Pajak; t emtang yang sudah lewat masa pajak 5 (lima) T a h u n , 

maka pajak d imaksud sebagai p iu tang pajak 
(3) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana d imaksud pada 
a y a t ( l ) . 

(4) Ketentuan lebih l an ju t tentang penghapusan p iu tang pajak 
d i a tu r da lam Peraturan B u p a t i tersendir i 

I BAB V I I I 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

I Pasal 9 

(1) Wajib' pajak yang me lakukan usaha dengan omzet 
Rp.300.000.000,00 (tiga ra tus j u t a rup iah ) a t au lebih per t a h u n 
wajib menyelenggarakan p e m b u k u a n dan pencatatan. 

(2) Pembukuan a tau pencatatan d i m a k s u d d i l a k u k a n secara ter t ib , 
t e ra tur dan benar sesuai dengan no rma pembukuan yang 
be r l aku d a n d i laporkan setiap bu l an kepala Kepala Daerah a t u 
Pejabat yang d i t u n j u k . 

(3) Laporan p embukuan a tau pencatatan d i m a k s u d sebagai salah 
sa tu dasar u n t u k penetapan pajak t e m t a n g 



Pasal 10 

(1) Kepala Daerah a tau Pejabat yang d i t u n j u k berwenang 
me l akukan pemeriksaan u n t u k menguj i kepa tuhan pemcnuhan 
kewaj iban perpajakan daerah da lam rangka melaksanakan 
pera turan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Wajib Pajak yang diper iksa wajib : 
a. memper l iha tkan dan/atau memin jamkan b u k u a tau catatan, 

dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen la in yang 
berhubungan dengan obyek pajak yang terutang; 

b. member ikan kesempatan u n t u k memasuk i tempat a t au 
ruangan yang dianggap per lu d a n member ikan ban tuan guna 
ke lancaran pemeriksaan; dan/a tau 

c. member ikan keterangan yang d ipe r lukan . 
(3) Pemeriksaan pajak d i laksanakan dengan ta ta cara sebagai 

b e r i k u t : 
A. Pemer iksaan: 

a. Pemeriksaan lapangan, d i l a k u k a n dengan cara : 
1) . Memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan 
; l a innya sebagai b u k t i pe lunasan kewaj iban perpajakan 

daerah. 
2) . Memeriksa b u k u - b u k u , catatan dan dokumen 

I p endukung la innya t e rmasuk ke luaran dar i media 
komputer dan perangkat e lektronik pengolah data 

' la innya. 
3) . Memin jam b u k u - b u k u , catatan dan dokumen 

i p e n d u k u n g la innya t e rmasuk ke luaran dar i media 
I kompute r dan perangkat e lektronik pengolah data 
j la innya catatan dan dokumen pendukung la innya 

t e rmasuk ke luaran dar i media komputer dan 
I perangkat e lektronik pengolah data la innya dengan 
' member ikan tanda ter ima. 
4) . Meminta keterangan l i san dan a tau ter tul is Wajib 

! Pajak yag diperiksa. 
5) . Memasuk i tempat a t a u ruangan yang diduga 

merupakan tempat meny impan dokumen, uang , 
barang, yang dapat member i p e tun juk tentang keadaan 

! usaha Wajib Pajak dan a tau tcmpat- tempat la in yang 
\ dianggap penting, serta me lakukan pemeriksaan d i 

tempat-tempat tersebut, 
i6 ) . Me lakukan penyegelan tempat a t a u ruangan tersebut 
! pada angka 5) apabi la Wajib Pajak a tau Waki l a t au 
i Kuasanya t idak member ikan kesempatan u n t u k 
! memasuk i tempat a t au ruangan d imaksud , a tau t idak 
! ada d i tempat pada saat pemeriksaain. 
: 7). Meminta keterangan dan a t a u b u k t i yang d iper lukan 
' da r i p ihak ketiga yang mempunya i h u b u n g a n dengan 
! Wajib Pajak yang diper iksa. 

b." Pemeriksaan Kantor, d i l akukan dengan cara : 
i 1). Member i tahukan agar Wajib Pajak membawa Tanda 
j Pelunasan Pajak, b u k u - b u k u , catatan dan dokumen 
j p e n d u k u n g la innya termasuk ke luaran dar i media 
' komputer dan perangkat e lektronik pengolah data 
1 la innya. 



2) . Memin jam b u k u - b u k u , catatan dan dokumen 
i p endukung la innya t e rmasuk ke luaran dar i media 
i komputer dan perangkat e lektronik pengolah data 
J la innya catatan dan do lumen pendukung la innya 
\ t e rmasuk ke luaran dar i media komputer dan 
\ perangkat e lektronik pengolah data la innya dengan 
• member ikan tanda ter ima. 
3) . Memeriksa b u k u - b u k u , catatan dan dokumen 

j p endukung la innya t e rmasuk ke luaran dar i media 
komputer dan perangkat e lektronik pengolah data 

! la innya. 
4) , Memin ta keterangan l i san dan a tau ter tu l i s Wajib 
'. Pajak yang diperiksa. 
5) , Meminta keterangan dan a t a u b u k t i yang d iper lukan 
i da r i p ihak ketiga yang mempunya i hubungan dengan 
; Wajib Pajak yang diper iksa. 

B . Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan u n t u k d i gunakan 
sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT a tau STPD 
a t a u t u j u a n la in u n t u k pelaksanaan ke ten tuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

C. Apabi la penghi tungan besamya pajak terutang da lam 
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, 
perbedaan besamya pajak d ibe r i t ahukan kepada Wajib Pajak 
yang bersangkutan. 

D. Pemberian tanggapan atas has i l pemeriksaan dan 
pembahasan akh i r pemeriksaan Iengkap diselesaikan da lam 
w a k t u pa l ing lama 2 1 (dua p u l u h satu) h a r i kerja setelah 
pemeriksaan selesai d i l akukan . 

E. Pemberian tanggapan atas has i l pemeriksaan lapangan 
d i l akukan dalam w a k t u pa l ing lama 7 (tujuh) ha r i kerja 
setelah pemeriksaan lapangan selesai d i l akukan . 

F. Hasi l pemeriksaan kan to r d i sampa ikan kepada Wajib Pajak 
segera setelah pemeriksaan selesai d i l a k u k a n dan t i dak 
menunggu tanggapan Wajib Pajak. 

G. Apabi la Wajib Pajak t idak member ikan tanggapan a tau t i dak 
menghadi r i pembahasan akh i r has i l pemeriksaan, SKPD dan 
a tau STPD d i t e rb i tkan secara j aba tan , berdasarkan has i l 
pemeriksaan yang d isampaikan kepada Wajib Pajak. 

H. Pember i tahuan has i l pemeriksaan kepada Wajib Pajak t idak 
d i l a k u k a n , apabi la pemeriksaan d i l an ju tkan dengan 
penyid ikan. 

i 

\ BAB K 
; KETENTUAN PENUTUP 
( 
[ 

j Pasal 11 
1 

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah d i l akukan oleh Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Pacitan dan dapat d l ban tu oleh Ins tans i terka i t . 



I 

« Pasal 12 
1 
I 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
i 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan 
pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya dalam 
Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

j D i te tapkan d i Pacitan 
j Pada tanggal, X \ ~ { [ - 2011 

{ BUPATI PACITAN 

\ INDARTATO 
i 

I 
i 

f i 

i 

i 

I 

i 

t 



Pasal 12 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada t a n ^ a l d iundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan 
pengundangan Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam 
Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

D i te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal, 21 - 11 - 2 0 1 1 

Diundangkan di Pac i tan 
Pada tanggal 21 Nopember 2011 

BUPATI PACITAN 

Cap. t td 

INDARTATO 

S E K R E T A H I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Ir . MULYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19S71017 198303 1 014 

B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 4 2 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 42 TAHUN 2011 
TANGGAL : 21 - 11 - 2011 

I. BENTUK, IS I DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD 
A. SPTPD PAJAK P A R K I R 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A C I T A N 
D I N A S P E N D A P A T A N , P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T D A E R A H 

I J l . I m a m B o a j o l No. 7 T e l p . ( 0 3 5 7 ) 8 8 1 5 4 8 
P A C I T A N 

No. SPTPD 
Masa Pajak 
T a h u n 

: S P T P D ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ) 
P A J A K P A R K I R 

NPWPD: Kepada Yth. 

di 

PERHATIAN i 
I. Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) ditulis dengan huruf cetak. 

Beri nomor pada kot^ I ; yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 2. 
3. 

4. 
5. 

SeCelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kcmbali ke DP2KAD Kabupaten Pacitan paling lambat 
tanggal 
Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan di lakukan penetapan secara jabatan. 
Wajib Pajak yang melakukan usaha dngan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah] 
per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. 

Diisi oleh Wajib Pajak 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Nama Wajib Pajak 
Alamat Wajib Pqjak 
Nama Pengelola 
Alamat Pengelola 
Lokasi Parkir 

Uraian Objek Pajak Uraian 
Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Empat 

1. Luas Parkir M2 M2 
2. Daya Tampung Kendaraan ( Unit 

Unit 
Unit 
Unit 

Jumlah Unit Unit 
3. Pendapatan/omzet per hari Rp. Rp. 
Jumlah Rp. 

7. Pendapatan (omzet) bulan . 
&. Tarip pajak (sesuai Pcrda) 
9. Pengcnaan pajak 

: 2 S % 
: R p . .. 

Pemyataan ; | 
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanks i - sanks i sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami 
beritahukan tersebut d i a u s adalah benar, Iengkap, jelas dan jujur. 

; Pacitan 
Diterima, T g l : 
Petugas Pendata ; Wajib Pajak 

NIP. 

f 



B. TATA CARA PENGISIAN 
1. Menyampaikan f o rmul i r SPTPD kepada Wajib Pajak. 
2. Wajib Pajak mengis i f o rmul i r SPTPD dengan benar, Iengkap, je las dan j u j u r . 
3. Setelah f o rmul i r SPTPD di is i dan d i tandatangani , Wajib Pajak 

mengembal ikan i f o rmul i r tersebut sesuai j angka w a k t u yang te lah 
di tetapkan. ; 

4. Is ian SPTPD tersebut sebagai salah satu dasar penetapan pajak terutang. 



II. TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN S K P D ATAU DOKUMEN LAIN 
YANG DIPERSAMAKAN, STPD, S K P D K B , S K P D K B T , SSPD DAN SURAT 
TEGURAN ] 

1. SKPD 

P E M E R I N T A H 
K A B U P A T E N 

PACITAN 

S U R A T K E T E T A P A N P A J A K D A E R A H 
i (SKPD) 
' P A J A K 

NO. U R U T 1) 

NAMA 4) ^ 
ALAMAT 5) i 
NPWPD 6 ) > 
TANGGAL J A T U H T E M P O 7) 

MASA 2) 
TAHUN 3) 

No. K O D E R E K E N I N G 8) URAIAN P A J A K D A E R A H 9 ) J U M L A H (Rp.) 
101 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

t 

t 

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak 
t 

t 

Jumlah S a n k s i : a . Bunga 
b. Kenaikan 

t 

t Jumlah Keseluruhan 
Dengan h u r u f : 
PERHATIAN : 

1. Harap penyetoran dOakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 
2 . Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sctelah 

SKPD diterima atau tanggal j a tuh tempo dikenakan sanks i administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % per bulan. 

An. Pejabat DPPKA Daerah 

(tanda tangan) 

fNama Lengkapl 
NIP. 

TANDA T E R I M A 

NAMA 
ALAMAT 

NPWPD 

-potong disini. 
NO. U R U T 

Vang menerima 

(tanda tangan) 
fNama Lengkapl 

Cara Pengisian : i 
1) Di is i sesuai nomor u r u t penerbitan 
2) D i i s i sesuai masa pajak 
3) Di is i sesuai t a h u n pajak 
4) D i i s i sesuai nama wajib pajak 
5) Di is i sesuai a lamat waj ib pajak 
6) Di is i sesuai NPWP waj ib pajak 
7) Di is i sesuai tanggal j a t u h tempo pajak 
8) Di is i sesuai dengan kode rekening pajak 
9) Di is i sesuai dengan u ra i an pajak 

10) D i i s i sesuai j u m l a h ketetapan pajak 



2. STPD 

P E M E R I N T A H 
KABUPATEN 

PACITAN 

. S U R A T TAGIHAN P A J A K D A E R A H 
(STPD) P A J A K 

Masa Pajak 2) : 
T a b u n 3) : 

NO. U R U T 1) 

Noma 4) 
Alamat 5) 
NPWPD 6) 

Tanggtil J a t u h Tempo 7] 

I. Berdasarkan Pcrda;Nomor 14 Tahun 2010 telah di lakukan penelitian/ dan/atau 
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban ; 
Kode Rekening Pajak 8) ; 
Nama Pajak 9) j : 

II. Dari penelitian dan/atau pemerikaaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih 
harus dibayar adalah sbb ; 

1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 
2. Sanks i administrasi 

a . Bunga i Rp. 
3. J u m l a h yang mas ih ha ru s dibayar li-*2a) Rp. 

Dengan hu ru f : 

PERHATIAN : ; 
1. Harap penyetoran di lakukan melalui Dank atau Bendahara Penerimaan dengan 

menggunakan SSPD. 
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari 

sejak STPD ini diterima dikenakan sanks i administrasi berupa bunga sebesar 2 % 
per bulan. ' 

An. Bupati Pacitan 
Pejabat DPPKA Daerah 

(Nama Lengkapl 

NIP. 

.potong disini. 

No. S T P D : 

TANDA TERIMA 
NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 

Yang menerima 

(Nama Lcngkap) 

Cara Peng i s i an : 
1) Di is i sesuai nomor u r u t penerbitan 
2) Di is i sesuai masa pajak 
3) D i i s i sesuai t a h u n pajak 
4) Di is i sesuai nama waj ib pajak 
5) Di is i sesuai a lamat wajib pajak 
6} Di is i sesuai NPWP waj ib pajak 
7) Di is i sesuai tanggal j a t u h tempo pajak 
8) D i i s i sesuai dengan kode rekening pajak 
9) Di is i sesuai dengan u r a i a n pajak 



3. SKPDKB 
S U R A T K E T E T A P A N P A J A K D A E R A H K U R A N G 

i r EiinEffUn i r u l 1 R&VAR Kn i m i i T 11 
1 1 V . u n v A Af 

I f A HTTP A T P N i i sT rpnKRi 
, \9A^±^AOf 

P A c r r A N Masa Pa lak 2) : 
T a h u n 3) : 

Nama 4) : 
Alamat 5) 
NPWPD 6) : 
Tanggal J a t u h Tempo 7\ : 

1. Berdasarkan Perda i Nomor 14 T a h u n 2010 telah di lakukan penelitian/ dan/atau 
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : 
Kode Rekening Paiak 8] : 
Nama Pajtik 9) | : 

I I .Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih 

harus dibayar adalah sbb ; 
1. Dasar pengenaan 
2. Pcyak yang terutang 
3. Kredit pa jak : ; 

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 
b. Setoran yang d i lakukan Rp. 
c . Lain- la in . Rp-
d. j u m l a h yang dapat dikreditkan (a+b+c) 

4. J u m l a h kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) 
5. Sanks i Administrasi 

a . Bunga i Rp. 
b. Kenaikan Rp. 
c . J u m l a h sanks i administrasi (a-t-b) 

6. Jumlah vane mas ih harus dibayar ( l+2al 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

1. Dasar pengenaan 
2. Pcyak yang terutang 
3. Kredit pa jak : ; 

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 
b. Setoran yang d i lakukan Rp. 
c . Lain- la in . Rp-
d. j u m l a h yang dapat dikreditkan (a+b+c) 

4. J u m l a h kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) 
5. Sanks i Administrasi 

a . Bunga i Rp. 
b. Kenaikan Rp. 
c . J u m l a h sanks i administrasi (a-t-b) 

6. Jumlah vane mas ih harus dibayar ( l+2al 
Rp. 
Rp. 

Dengan hu ru f ; i 

PERHATIAN : i 
• 

1. Harap penyetoran di lakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan 

menggunakan SSPD. 
2 . Apabila S K P D K B ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari 

sejak STPD ini diterima dikenakan sanks i administraai berupa bunga sebesar 2 % per 
bulan. ! 

1 

< An. Bupati Pacitan 

1 Pejabat DPPKA Daerah 

: fNama Lenekan) 

1 NIP. 

; No. SKPDKB : 
TANDA TERIMA i 

NAMA 
ALAMAT i Yang menerima 
NPWPD f 

i (Nama Lengkap) 

Cara Peng i s i an : ? 
1) Di is i sesuai nomor u r u t penerbitan 
2) Di is i sesuai masa pajak 
3) Di is i sesuai t a h u n pajak 
4) D i i s i sesuai n a m a waj ib pajak 
5) D i i s i sesuai a lamat waj ib pajak 
6) Di is i sesuai NPWP waj ib pajak 
7) Di is i sesuai tanggal j a t u h tempo pajak 
8) Di is i sesuai dengan kode rekening pajak 
9) D i i s i sesuai dengan u ra i an pajak 

> 
1 



4. SKPDKBT 

P E M E R I N T A H 
K A B U P A T E N 

PACITAN 

S U R A T K E T E T A P A N P A J A K D A E R A H KURANQ 
t B A T A R TAMBAHAN 

(SKPDKBT ) 
Masa Pajak 2) 
T a h u n 3) 

NO. U R U T 1) 

Nama 4) 
Alamat 5) 
NPWPD 6) 

Tanggal J a t u h Tempo 7) 

I. Berdasarkan Perda . Nomor 14 Ttihun 2010 telah di lakukan penelitian/ dan/atau 
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewf^iban ; 
Kode Rekening Pajak 8) ; 
Nama Pqjak 9) j : 

II. Dar i penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih 
harus dibayar adeilah sbb : 
1. Dasar pengenaan Rp. 
2 . Pajak yang terutang • Rp. 
3 . Kredit pa j ak : ' 

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 
b. Setoran yang di lakukan Rp. 
c. Lain- lain . Rp. 
d. J u m l a h yang dapat dikreditkan (a+b+c) 

4. 
5. 

6. 

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) 
Sanks i Administrasi 
a. Bunga j Rp. 
b. Kenaikan ' Rp. 
c. J u m l a h sanks i administrasi (a+b) 
Jumlah yang mas ih harus dibayar ( l+2al 

Rp. 
- R p r 

Rp. 
Rp. 

Dengan huru f : 
PERHATIAN : 

1. Harap penyetoran di lakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan 
menggunakan SSPD. 
Apabila STPD int tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari 
sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per 
bulan. i 

2. 

An, Bupati Pacitan 
Pejabat DPPKA Daerah 

fNama Lengkapl 
NIP. 

.potong disini. 

No. S K P D K B T : 

TANDA TERIMA 
NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 

Yang menerima 

(Nama Lengkap) 

Cara Peng i s i an : | 
1) D i is i sesuai nomor u n i t penerbitan 
2] Di is i sesuai masa paj'ak 
3) Di is i sesuai t a h u n pajak 
4) Di is i sesuai nama waj ib pajak 
5) Di is i sesuai a lamat wajib pajak 
6) Di is i sesuai NPWP waj ib pajak 
7) Di is i sesuai tanggal j a t u h tempo pajak 
8) Di is i sesuai dengan kode rekening pajak 
9) D i i s i sesuai dengan u r a i a n pajak 



1 
1 

5. SSPD ' 
P E M E R I N T A H 
K A B U P A T E N 

PACITAN 

S U R A T S E T O R A N P A J A K D A E R A H 
'; (SSPD) NO. U R U T 1) 

1 
NAMA 4 ) I 

ALAMAT 5) 
NPWPD 6) ! 
TANGGAL J A T U H T E M P O 7) 

Meyetor b e r d a s a r k a n ; 
; 
1 
t I 

< 

MASA 2) : 
TAHUN 3) : 

S K P D 
S K P D K B 

S K P D B T 

S T P D 

S K . Pembetulan 

S K . Keberatan 

L a l n - L a l n 

No. K O D E R E K E N I N G 8) URAIAN P A J A K D A E R A H 9) J U M L A H (Rp.) 
10) 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

i 

i 

J u m l a h Ketetapan Pokok Pajak 
i 

i 
J u m l a h S a n k s i : a. Bunga 

b. Kenaikan 

i 

i 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan huru f : > 

Ruang untuk teraan Kas Register 

i 

i 
1 

• 
E 

J 

! 

Diterima o l eh ; 

Bendaraan Penerimaan/ 
Bendahara Penerimaan 

Pembantu 
Tanggal : 

Tanda tangan : 

Nama Terang : 

Penyetor 

(tanda tangan) 

(Nama Lengkaol 

J 

Cara Peng i s i an : i 
1) Di is i sesuai nomor u r u t penerbitan 
2) Di is i sesuai masa pajak 
3) Di is i sesuai t a h u n pajak 
4) Di is i sesuai nama waj ib pajak 
5) Di is i sesuai a lamat wajib pajak 
6) Di is i sesuai NPWP waj ib pajak 
7) Di is i sesuai tanggal j a t u h tempo pajak 
8) DUsi sesuai dengan kode rekening pajak 
9) D i i s i sesuai dengan u ra i an pajak 

10) Di is i sesuai j u m l a h ketetapan pajak 
1 

J 

( 
> 

I 

t 
I 
! 
I 
I 

i 

t 
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6. SURAT TEGURAN 

! P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN A S E T D A E R A H 

J L I m a m Boqjol No. 7 Te lp . (0357) 8 S 1 5 4 8 
P A C I T A N 

NPWPD: 
Kepada Yth. 

di 

< S U R A T T E G U R A N 
; UNTUK MEMASUKKAN S P T P D 

s 
> 

Berdasarkan catatan kami, temyata sampai saat ini Saudara bclum memasukkan SPTPD yanf 

Saudara terima untuk diisi. Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan SPTPD palini 

lambat 7 (tujuh) har i kalender sctelah menerima surat ini. 

Apabila Surat Teguran int tidak juga Saudara perhatikan, maka kami ekan melakukan penetapan atas 

objek pajak yang Saudara miliki secara jabatan. 

Untuk menjadikan perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana 

mcstinya. ', 

Pacitan, 

An. KEPALA DPPKAD KAB. PACITAN 
KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN 

NIP. 

.[>otong disini. 

TANDA TERIMA 
NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 

Yang menerima 

(Nama Lengkap) 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


